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I. P E N D A H U L U A N

1.1 L a ta r  B e la k a n g

Masalah pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur 

pemerintahan menjadi keluhan utama masyarakat. Ini disebabkan 

karena dalam proses pelayanan sering kali tidak sesuai dengan 

prosedur yang sudah ditetapkan. Padahal standar pelayanan minimal 

(SPM) dalam setiap instansi pemerintahan pasti ada. Inilah 

permasalahan dari implementasi penyelenggara pemerintahan.

Rendahnya kualitas pelayanan publik merupakan salah satu 

sorotan yang diarahkan kepada birokrasi pemerintah dalam  

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perbaikkan pelayanan 

publik di era reformasi yang memasuki tahun ke enam, ternyata tidak 

mengalami perubahan yang signifikan. Berbagai tanggapan 

masyarakat justru cenderung menunjukkan bahwa berbagai pelayanan 

publik mengalami kemunduran.

Rendahnya pengawasan external dari masyarakat terhadap  

penyelenggaraan pelayanan publik, merupakan sebagai akibat dari 

ketidakjelasan standar dan prosedur pelayanan, serta prosedur 

peyampaian keluhan pengguna jasa pelayanan publik. Karena itu tidak 

cukup dirasakan adanya tekanan sosial yang memaksa penyelenggara 

pelayanan publik harus memperbaiki kinerja mereka..

Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah 

Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih Bebas Melayani (WBBM) di 

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal tidak terlepas dari 

budaya pelayanan prima kepada masyarakat perikanan dan seluruh 

pengguna pelayanan dari semua tingkatan stakeholder. Sehingga perlu



pengawasan dan evaluasi yang te ra tu r  te rhadap  penanganan 

pengaduan m asyarakat.

1.2 Tujuan

1. Sebagai bahan evaluasi dalam  pelaksanaan kegiatan penanganan 

pengaduan m asyarakat da lam  m endukung pem bangunan Zona 

In teg ritas m enu ju  W ilayah Bebas Korupsi (WBK) dan W ilayah 

Bersih Bebas M elayan i (W BBM ) di Balai Pelatihan dan Penyuluhan 

Perikanan Tegal.

2. Sebagai bahan masukan u n tu k  rekom endasi tin d a k  la n ju t apabila 

dalam  pelaksanaan pelayanan te rd a p a t ke luhan dan pengaduan 

yang perlu  d it in d a k la n ju ti dan perbaikkan layanan pengaduan 

m asyarakat.

1.3 Dasar Hukum

1. U ndang-U ndang N om or 25 Tahun 2009 te n ta n g  Pelayanan Publik;

2. Peraturan Presiden N om or 76 Tahun 2013 te n ta n g  Pedoman 

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

3. Peraturan M e n te ri Kelautan dan Perikanan N om or 31/PERMEN- 

KP/2013 te n ta n g  Pedoman Penanganan Pengaduan W his tleb low er 

dan Pengaduan M asyarakat di Lingkungan KKP.

il. HASH MONITORING DAN EVALUASI

Hasil Laporan M o n ito r in g  Dan Evaluasi Penanganan Pengaduan

M asyarakat Bulan Agustus 2018 adalah sebagai be riku t:

No Sarana Pengaduan
Jenis

Pengaduan

Penanganan

Pengaduan
Keterangan

1.
Kotak Pengaduan/ Kotak 

Saran
- -

T idak ada 

pengaduan

2.
Ruang Pelayanan 

Pengaduan/Ruang Publik
- -

T idak ada 

pengaduan

3.
Pelayanan Langsung 

m ela lu i T e le fo n /
- -

T idak ada 

pengaduan



No Sarana Pengaduan
Jenis

Pengaduan

Penanganan

Pengaduan
Keterangan

SM S/W A ke N om or

0878-3098-2461

0812-1955-2484

4.

W ebsite

h ttp ://w w w .b p p p -

te g a l.c o m /w e b /

- -
T idak ada 

pengaduan

III. KESIMPULAN

Dari hasil m o n ito rin g  m engenai Penanganan Pengaduan M asyarakat 

selama bulan Agustus 2018 d ipe ro leh  hasil bahw a pada semua sarana dan 

layanan yang te rsed ia  tid a k  d ite m u i adanya pengaduan m asyarakat ten tang  

pelayanan pub lik  yang dilaksanakan di Balai Pelatihan dan Penyuluhan 

Perikanan Tegal.

Peningkatan pelayanan penanganan pengaduan m asyarakat dan 

pelayanan pub lik  di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal te rus 

d itingka tkan  dengan m o n ito rin g  dan evaluasi secara berkala dan ru tin  

m e la lu i m edia te le fo n /S M S /W A  yang secara langsung dapa t d igunakan 

langsung oleh pengguna layanan.

IV. REKOMENDASI

Pelaksanaan pelayanan pub lik  yang d ibe rikan  d iharapkan dapat 

d ipe rtahankan  dan d itingka tkan  dengan koord inasi yang baik an ta r bagian 

layanan. Selain itu  pe raw atan  sarana dan prasarana yang digunakan 

m asyarakat pengguna layanan senantiasa d itingka tkan  sehingga respon yang 

d ibe rikan  m asyarakat selalu p o s it if te rhadap  hasil pelayanan.

V. TIN DAK LANJUT

Berdasarkan hasil m o n ito rin g  dan evaluasi penanganan pengaduan 

m asyarakat yang d ilakukan pada bulan Agustus 2018 tid a k  d item ukan  

adanya keluhan atau laporan pengaduan m asyarakat pengguna jasa layanan. 

Laporan m o n ito rin g  ini d irekom endasikan  agar se luruh pegawai di Balai

http://www.bppp-


Pelatihan dan Penyuiuhan Perikanan Tegal te ta p  m eningkatkan pelayanan 

dan kesiapan sarana dan prasarana pelayanan supaya laporan pengaduan 

m asyarakat yang be rs ifa t ne ga tif tid a k  d item ukan .

Balai Pelatihan dan Penyuiuhan Perikanan Tegal te rus berupaya 

m eningkatkan  kualitas pelayanan pe la tihan  dan peningkatan sarana dan 

prasarana yang d igunakan m asyarakat agar pelayanan prim a yang 

d iharapkan pengguna jasa pelayanan dapat te rw u ju d .


